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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan yang dikutip dari beberapa jurnal yaitu:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama
	Judul
	Teori
	Metode
	Perbedaan Dengan Penelitian

	1
	Syafitri (2024)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Puskesmas Batumandi Kabupaten Balangan
	Kualitas Pelayanan (X) dan Kepuasan Masyarakat (Y) dengan pendekatan SERVQUAL
	Kuantitatif, survei, regresi linear sederhana
	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Puskesmas), sedangkan penelitian ini dilakukan di kantor desa, serta fokus pada pelayanan administrasi desa

	2
	Agus Sya’bani Arlan (2023)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	Kualitas Pelayanan (X) dan Kepuasan Masyarakat (Y) dengan indikator tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy
	Kuantitatif, survei, analisis regresi
	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan, sedangkan penelitian ini meneliti pelayanan publik di pemerintahan desa

	3
	Kadari (2020)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Umbulharjo II Yogyakarta
	Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien
	Kuantitatif, kuesioner, uji t dan koefisien determinasi
	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian (pasien puskesmas), sedangkan penelitian ini menggunakan masyarakat desa sebagai responden

	4
	Ernawati Haeruddin (2025)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros
	Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat
	Kuantitatif, analisis statistik
	Perbedaan penelitian terdapat pada hasil penelitian, di mana penelitian ini menemukan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian ini menguji ulang pada konteks kantor desa

	5
	Sinaga & Nurfita (2025)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi terhadap Kepuasan Masyarakat di Kantor Kelurahan Penajam, PPU Kaltim
	Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Lokasi, dan Kepuasan Masyarakat
	Kuantitatif, regresi linier berganda
	Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen dan dilakukan pada kantor kelurahan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan variabel kualitas pelayanan dengan objek penelitian di kantor desa


Sumber: Data diolah penulis 2026
1. Penelitian oleh Syafitri (2024) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Puskesmas Batumandi Kabupaten Balangan dapat dilihat dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pelayanan pada UPTD Puskesmas Batumandi, dapat diliat dari  hasil  Uji  t  yaitu  thitung  sebesar  41,665  dibandingkan  dengan  t tabel  (db=94)  yaitu  1.661  dengan  taraf signifikan 5%, jadi t hitung lebih besar (>) dari ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sedangkan pengaruh yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh sebesar 94,9% terhadap Kualitas Pelayanan pada UPTD Puskesmas Batumandi yang diliat dari hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji 𝑅2)dengan  nilai  sebesar  94,9%  sedangkan  sisanya  5,1%  (100% -90%)  dipengaruhi  oleh  variable  lainnya yang   tidak   termasuk   dalam   penelitian   ini.
2. Penelitian oleh Agus Sya’bani Arlan (2023) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dilihat dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Kualitas   Pelayanan   berpengaruh   terhadap   kepuasan   masyarakat   di   Puskesmas   Pagat. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,919, ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan langsung antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 0,919 nilai tersebut termasuk pada kategori sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0,844 menyatakan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat sebesar 84,4% sedangkan sisanya sebesar 15,6% dipengaruhi oleh faktor lain selain kualitas pelayanan.  Dari hasil uji t, diperoleh t-hitung sebesar 20,568 dan nilai signifikan 0,000< 0,05 yang berarti ada pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Faktor yang dominan yaitu indikator tangibles (keberwujudan) yang   memperoleh   rata-rata indikator   sebesar   3,8   terutama dalam pernyataan kesiapan dan kelengkapan alat-alat yang dipakai, sedangkan faktor   yang   paling   rendah   adalah   dalam   pernyataan   petugas   memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan.
3. Penelitian oleh Kadari (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Umbulharjo II Yogyakarta, dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukan Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Umbulharjo II Yogyakarta. Hal ini ditunjukan uji t yang di peroleh sebesar 0,00 lebih kecil dari hasil signifikan yang besarnya 0,05. Jadi kesimpulan uji t mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Dari uji koefesien determinasi menunjukan bahwa R Square besar 0,629 atau 62,9%. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien sebesar 62,9 %, sedangkan sisanya sebesar 37,1 atau 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukan dalam model penelitian ini.
4. Penelitian oleh Ernawati Haeruddin (2025) dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa Berdasarkan hasil uji signifikan dapat disimpulkan bahwa nilai t – hitung yang di peroleh sebesar -2.914 dan nilai t tabel 0,194. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai t – hitung lebih kecill dari pada nilai t – tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai alpha (0,050 > 0,05). Artinya Ho diterima dan Ha ditolak sehingga variabel (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).
5. Penelitian oleh Ovigeria Subroto Sinaga dan Andi Nurfita (2025) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantorkelurahan Penajam, PPU Kaltim, dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, fasilitas berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepuasan masyarakat, lokasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepuasan masyarakat, dan yang terakhir pengarukualitas pelayanan, fasilitas, dan lokasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan masyarakat.
B. Deskripsi Teori
1. Administrasi Negara
Administrasi negara merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana aparatur negara melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam rangka mencapai tujuan publik. Administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administratif semata, tetapi juga mencakup proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengelolaan organisasi publik, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Waldo, administrasi negara adalah seni dan ilmu pengelolaan urusan publik yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen pemerintahan guna mewujudkan kepentingan umum (Waldo, 1971). 
Dwight Waldo menekankan bahwa administrasi negara memiliki dimensi nilai, karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Pfiffner dan Presthus yang menyatakan bahwa administrasi negara merupakan proses kerja sama kelompok yang dilakukan dalam organisasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan publik secara efektif (Pfiffner & Presthus, 1960). 
Dalam konteks pemerintahan desa, administrasi negara diwujudkan melalui aktivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, dan pelayanan sosial lainnya. Kantor desa sebagai organisasi publik merupakan garda terdepan pemerintah dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan administrasi negara di tingkat desa dapat dilihat dari bagaimana aparat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Paradigma Administrasi Negara
Paradigma administrasi negara mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan sosial, politik, dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Denhardt dan Denhardt mengemukakan bahwa perkembangan administrasi negara dapat dilihat melalui beberapa paradigma utama, yaitu Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2015). 
Paradigma Old Public Administration menekankan pada struktur birokrasi yang hierarkis, kepatuhan terhadap aturan, serta prosedur formal. Dalam paradigma ini, aparatur pemerintah lebih berperan sebagai pelaksana peraturan, sehingga pelayanan publik sering kali berorientasi pada kepentingan birokrasi daripada kepuasan masyarakat. Paradigma ini dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang. 
Selanjutnya, paradigma New Public Management (NPM) muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional. Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti efisiensi, efektivitas, orientasi hasil, dan kinerja. Menurut Osborne dan Gaebler, pemerintah harus dijalankan dengan semangat kewirausahaan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, paradigma NPM juga mendapat kritik karena terlalu menekankan aspek efisiensi dan kurang memperhatikan nilai-nilai publik. 
Paradigma yang saat ini banyak digunakan dalam penyelenggaraan administrasi publik adalah New Public Service. Paradigma ini menegaskan bahwa peran utama pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar mengendalikan atau mengarahkan. Denhardt dan Denhardt menyatakan bahwa pemerintah harus memprioritaskan kepentingan publik, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam paradigma New Public Service, kepuasan masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan publik, sehingga kualitas pelayanan aparatur desa sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat.
3. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2013). Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak. 
Thomas R. Dye juga menegaskan bahwa kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu, Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik (Anderson, 2011). 
Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik. Kebijakan pelayanan publik di tingkat desa bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek peraturan yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik terkait pelayanan administrasi desa menjadi landasan bagi aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila kebijakan pelayanan publik diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh aparatur yang kompeten, maka diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang baik tetapi tidak diimplementasikan secara optimal dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kantor desa.
4. Pengertian Pelayanan
Menurut Kotler dalam Mahmudi (2010) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikan secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut:
a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan
b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.
Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam fungsi usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompeten dalam usaha merebut pasaran dan pelanggan. Demikian pula dibidang pemerintahan, peranan pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah belum dapat memenuhi harapan semua pihak sehingga diperlukan sistem manajemen untuk menyelenggarakan pelayanan umum.
Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan atau jasa juga merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut.
2. Pengertian Kualitas Pelayanan
Menurut Tjiptono (2012) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh denga produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Selanjutnya Tjiptono (2012) menjelaskan tentang kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayana yang nyata-nyata mereka terima/peroleh dengan pelayanan yang mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas, sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 
Kualitas atau adalah tingkatan yang baik buruknya atau tarap atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis dan manufaktor dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah pemberian jasa yang baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan umum kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma ataupun disertai pembayaran.
Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, memberikan pengertian mengenai pelayanan umum sebagai berikut: “Pelayanan Umum adalah segenap bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Selanjutnya Nicholas (1988) mengatakan bahwa: “pelayanan umum tersebut merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.
Menurut Moenir (2008) menandakan bahwa pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat pada dasarnya ada dua jenis yaitu:
a. Pelayanan fisik
Yang sifatnya pribadi sebagai manusia
b. Pelayanan administrasi
Yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi masa ataupun Negara.
Selanjutnya Moenir (2008) juga menenkankan agar pelayanan tersebut dapat memuaskan orang atau kelompok yang dilayani maka pelaku yang bertugas melayani harus memiliki empat kriteria pokok, yaitu:
a. Tingkah laku yang sopan
b. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya
c. Waktu menyampaikan yang tepat, dan 
d. Keramah tamahan
Menurut intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, hakikatnya pelayanan umum adalah:
a. Meningkatkan mutu produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksanan pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dlam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Jadi orientasi pelayanan umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan msyarakat dari segala lapisan tanpa memandang suku atau agama, sehingga pelayanan umum dapat sekaligus sebagai instrumen Negara dan masyarakat. Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.
Dari beberapa unsur yang harus ada dalam suatu kegiatan pelayanan umum sebagaimana disebutkan di atas dalam praktiknya ternyata tidak semua kriteria tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa hambatan walaupun telah ditentukan beberapa kriteria pelayanan masyarakat yang baik dan telah digunakan oleh pemerintah baik dalam rangka penelitian dan pengusutan sebagai unit pelayanan percontohan maupun dalam rangka penelitian dan penetapan sebagai unit pelayanan percontohan.
Dalam prakteknya prakteknya pelayanan umum diberikan dalam suatu pola tertentu. Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1993, penyelenggaraan tatalaksana pelayanan umum sesuai dengan bentuk dan sifatnya dapat menggunakan satu dari pola-pola berikut ini:
a. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
b. Pola pelayanan satu pintu, yaitu ppola pelayanan umum yang diberkian secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah yang terkait lainnya yang bersangkutan.
c. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat/lokal oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan wewenang masing-masing.
d. Pada pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi permerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan”.
  Selanjutnya, dalam pemberian pelayanan terhadap biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat dalam hal ini penerima pelayanan. Dalam penetapan besarnya biaya atau tarif pelayanan umum menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, terdapat lima unsur yang perlu diperhatikan adalah, sebagai berikut:
a. Tingkatan kemampuan dan daya beli masyarakat
b. Nilai barang atau jasa dari hasil pelayanan umum
c. Terhadap jenis pelayanan umum yang memerlukan penelitian atau pemeriksaan, maka biaya penelitian/pemeriksaan tersebut harus diperjelas perinciannya.
d. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Tarif pelayanan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan inpres No. 16 Tahun 1980 tentang penyusutan dan pengarahan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I.
Berdasarkan ketiga pengertian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan umum adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintah baik instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/daerah dalam bentuk barang atau jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat banyak secara maksimal yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan hanya segelitintir orang.
Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang di tunjukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen.
[bookmark: _Toc14293760]Indikator Kualitas Pelayanan
Definisi umum tentang service quality dinyatakan oleh Zeithaml (1990) dalam Tjiptono (2012) yaitu “a customer’s judgement of the overall excellence or superiority of a service”. Selanjutnya Zeithaml dalam Tjiptono (2012) terdapat lima dimensi skala untuk mengukur kualitas pelayanan antara lain: Tangible (bukti fisik), emphaty (empati), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan). Berikut ini penjelasan mengenai ke-5 dimensi di atas, yaitu: 
a. Tangibles (bukti terukur), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia dan sarana komunikasi.
b. Reliability (keandalan), kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
c. Responsiveness (daya tanggap), keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap.
d. Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. 
e. Empathy (empati), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan
Faktor–Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan
Faktor penghambat pelayanan publik dalam administrasi negara menurut para ahli adalah sebuah topik pembahasan lanjutan yang akan di uraikan pada artikel ini, yang mana objek yang akan dijelaskan yakni mengenai apa saja faktor penghambat pelayanan publik didalam administrasi negara itu dengan berdasarkan dari pendapat serta teori dan konsep oleh beberapa para ahli di bidangnya, disamping faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pelayanan. Pada artikel sebelumnya telah di jelaskan yakni sebuah pembahasan dan penjelasan dari faktor penghambat pelayanan publik dalam administrasi negara menurut para ahli. Adapun faktor penghambat dalam hal ini dapat memperlambat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu:
Berikut menurut Zeithmal dalam Kurniawan (2005) yang mengatakan bahwa terdapat 4 jurang pemisah yang menjadi kendala di dalam pelayanan publik yakni sebagai berikut:
a. Tidak tahu apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. 
b. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat.
c. Keliru dalam penampilan diri dalam pelayanan itu sendiri.
d. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 
Adapun penjelasan lain menurut Moenir (2008) mengatakan bahwa adapun kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain yakni seperti berikut ini: 
a. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. 
b. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada, tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.
c. Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih (over lapping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani. 
d. Pendapatan pegawai tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimum. 
e. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadannya. 
f. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.
Faktor–faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh faktor yang memadai. Menurut Moenir (2008) beberapa faktor yang mendukung suatu pelayanan berjalan dengan baik adalah:
a. Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berada dalam pelayanan umum.
b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja layanan.
c. Faktor organisasi yang merupakan alat serta system yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.
d. Faktor keterampilan petugas.
e. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
Menurut Osborne & Plastrik (2001) peningkatan pelayanan publik di lingkungan birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima strategi, yaitu: 
a. Strategi pengembangan struktur.
b. Strategi pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur.
c. Strategi pengembangan infrastruktur.
d. Strategi pengembangan budaya atau kultur.
e. Strategi pengembangan kewirausahaan. 
Adapun faktor-faktor penghambat kualitas pelayanan yaitu:
Hambatan yang bersumber pada kemampuan organisasi baik dari sisi struktur, sumber daya maupun sisi kemampuan anggaran organisasi.
Hambatan dari luasan geografis.
Hambatan dari rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Perpustakaan
Kepuasan Pelayanan Publik
Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.
Menurut Adikoesoemo (1997) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan.
Menurut Lupiyoadi & Hamdani (2006) faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat 
b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan
c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik 
d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh pelangan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.
Faktor-Faktor Kepuasan Pelayanan Publik
Menurut Lupiyoadi & Hamdani (2006) dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:
a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek tertentu yang cendrung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.
Berdasarkan penjelasan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia.                                                                                                     
Konsep Kepuasan Pelayanan Publik
Menurut Tjiptono (2012) Service Management Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan persahaan. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan adalah sebagai berikut:
a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi.
d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan sebaiknya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat ekspetasi pelanggan.
Selanjutnya Tjiptono (2012) tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dalam konteks kepuasan pelanggan umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang/ jasa yang mereka nikmati. Sifat kepuasan bersifat subjektif, namun dapat diukur melalui indeks kepuasan pelanggan masyarakat.
Kemudian Tjiptono (2012) kepuasan pelanggan dibangun atas dasar beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai suatu organisasi dalam memberikan pelayanan: tangibles (bukti nyata), realibility (terpercaya, tahan uji), responsiveness (respon, cepat tanggap), assurance (kepastian), dan empathy (empati). Pelayanan yang baik terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan. Namun, tidak sedikit dari perusahaan yang belum memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumennya. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, seperti:
a. Tidak mengetahui apa yang diharapkan konsumen.
Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan kurang dalam melakukan riset pelanggan. Sehingga perusahaan tidak mengetahui apa yang sebenarnya para konsumen harapkan.
b. Kurangnya saran dari para konsumen
Terkadang konsumen juga hanya mementingkan kepentingannya dengan menginginkan pelayanan yang baik namun tidak memberi saran kepada perusahaan mengenai apa yang diharuskan oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan tidak bisa memperbaiki pelayanannya kepada para konsumen.
c. Kurang fokus dalam membangun relasi dengan konsumen
Hal ini bisa dikarenakan perusahaan hanya memikirkan untuk mencari pelanggan baru tanpa memperhatikan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lamanya sehingga perusahaan hanya memprioritaskan pelanggan barunya saja.
d. Kurang memperhatikan terhadap standar pelayanan yang baik
Karena terlalu mengarah kepada pencarian pelanggan baru, perusahaan terkadang sampai tidak memperhatikan bagaimana standar pelayanan yang baik yang seharusnya diberikan kepada pelanggannya.
e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan terhadap konsumen ini membuat pelayanan menjadi terlihat biasa saja tanpa keunikan atau kesan tersendiri bagi konsumennya
Menurut Tjiptono (2012) responsiveness (Ketanggapan), dengan indikator:
a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, dan
f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
Indikator Kepuasan Publik
Menurut Adikoesoemo (1997) indicator dalam mengukur kepuasan terdiri dari:
a. Ketepatan Waktu Pelayanan
Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan kemampuan aparatur pelayanan publik dalam menyelesaikan proses pelayanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau ditetapkan. Pelayanan yang tepat waktu mencerminkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur, serta menunjukkan penghargaan terhadap waktu masyarakat sebagai pengguna layanan. Apabila pelayanan diberikan secara cepat dan tidak berlarut-larut, maka masyarakat akan merasa puas karena kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama.
b. Kemudahan Prosedur
Kemudahan prosedur berkaitan dengan sejauh mana alur dan tahapan pelayanan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan mudah. Prosedur pelayanan yang sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Sebaliknya, prosedur yang rumit dan tidak transparan dapat menimbulkan kebingungan serta ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, kemudahan prosedur menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepuasan publik.
c. Akurasi atau Ketepatan Pelayanan
Akurasi atau ketepatan pelayanan mengacu pada tingkat ketelitian aparatur dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Pelayanan yang akurat berarti dokumen atau layanan yang diberikan tidak mengandung kesalahan, baik dari segi data, isi, maupun hasil pelayanan. Ketidaktepatan dalam pelayanan dapat menimbulkan dampak lanjutan, seperti perlunya pengurusan ulang, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat.
d. Kewajaran Biaya
Kewajaran biaya berkaitan dengan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan masyarakat dengan jenis dan kualitas pelayanan yang diterima. Masyarakat akan merasa puas apabila biaya pelayanan yang dikenakan bersifat wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, biaya yang dianggap terlalu tinggi, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
e. Sikap Dan Perilaku Petugas
Sikap dan perilaku petugas mencerminkan bagaimana aparatur pelayanan berinteraksi dengan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Petugas yang bersikap ramah, sopan, komunikatif, dan menghargai masyarakat akan memberikan kesan positif dan meningkatkan kepuasan publik. Sebaliknya, sikap yang kurang ramah, tidak responsif, atau acuh tak acuh dapat membuat masyarakat merasa tidak dihargai dan tidak puas terhadap pelayanan yang diterima.
f. Kenyamanan Pelayanan
Kenyamanan pelayanan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan fasilitas pendukung yang tersedia selama masyarakat menerima pelayanan. Kenyamanan ini mencakup kebersihan ruang pelayanan, ketersediaan tempat duduk, keteraturan ruang tunggu, serta suasana pelayanan yang kondusif. Lingkungan pelayanan yang nyaman akan membuat masyarakat merasa lebih tenang dan aman, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan publik.
Selanjutnya menurut Hawkins dalam Tjiptono (2004) mengemukakan atribut untuk menilai kepuasan terdiri dari:
a. Kesesuaian harapan yaitu kesesuaian nilai pada jasa yang diperoleh sesuai atau melebihi dari apa yang di harapakan
b. Minat berkunjung kembali merupakan kesiapan pelanggan untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan memuaskan.
c. Kesedian Merekomendasikan nerupakan kesediaan pelanggan untuk menyarankan kepada teman ataupun kerabat untuk memakai produk tersebut karena pelayanannya yang sangat memuaskan.
Sementara itu menurut Kotler (Tjiptono, 2003), secara sederhana mengemukakan empat metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan, yaitu Sebagai berikut:
a. Sistem Keluhan dan Saran
Sistem keluhan dan saran merupakan metode pengukuran kepuasan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan atau masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran terkait pelayanan yang diterima. Melalui sistem ini, organisasi pelayanan publik dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang.
b. Survai Kepuasan Pelanggan
Survei kepuasan pelanggan merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Hasil survei ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat serta aspek pelayanan yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Dalam penelitian ini, survei kepuasan pelanggan digunakan sebagai alat utama untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Desa.
c. Ghost Shopping
Ghost shopping atau pembeli misterius merupakan metode pengukuran kepuasan dengan cara menugaskan seseorang untuk berperan sebagai pelanggan guna menilai kualitas pelayanan secara langsung. Petugas ghost shopping akan mengamati proses pelayanan, sikap petugas, kecepatan layanan, serta kesesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan. Metode ini memungkinkan organisasi memperoleh penilaian objektif terhadap kualitas pelayanan tanpa diketahui oleh petugas pelayanan.
d. Lost Customer Analysis
Lost customer analysis merupakan metode pengukuran kepuasan dengan cara menganalisis pelanggan atau masyarakat yang berhenti menggunakan layanan. Melalui metode ini, organisasi dapat mengetahui alasan ketidakpuasan yang menyebabkan masyarakat enggan kembali menggunakan layanan tersebut. Informasi yang diperoleh dari analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan pelayanan dan menyusun strategi perbaikan agar tingkat kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan.





















C. Kerangka Konseptual
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang
menjelaskan tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Kupang Nunding Muara Uya, Penulis menyusun bagan kerangka konseptual tentang Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Kupang Nunding Muara Uya dengan menggunakan dua variabel, yaitu Kualitas Pelayanan(X), Tingkat Kepuasan Masyarakat(Y). Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Variabel (X) yaitu Kualitas Pelayanan Menurut Ziethaml dalam Tjiptono (2012)
Variabel (Y) yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat Menurut Adikoesoemo (1997)






Gambar 2.1 Model Penelitian
Sumber: Data diolah 2026
Keterangan: 
X	: Variabel Bebas yaitu Kualitas Pelayanan
Y 	: Variabel Terikat yaitu Kepuasan Masyarkat





D. Hipotesisi
Berdasarkan dari Model penelitian, maka Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
Ho	:	Tidak ada pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Kupang Nunding Muara Uya.
Ha	:	Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Kantor Desa Kupang Nunding Muara Uya.
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